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GUBEI~NUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KH JSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 333 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

DENG/\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I SALINAN I

Me1~;,nbang

tviel1l1 ingat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOT;;" ,AKARTA,
~~ .-,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas Negeri;

1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenta 19 Sistem Pendidikan
Nasional

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telr:ang Perbendaharaan
Negar<;l;

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelol.~an dan Tanggung Jawab Keuangan Ne~ara;

5, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang ~;u'u dan Dosen;

6, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7, UndaWl-ul1dang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan
Peratu1'all Perundang-undangan;

8, Undanij-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagain,lana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang.Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tE,ntang Administrasi
Pemerintahan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2000;

13. Peratllra" Pemerintah Nomor 16 Tahun 199~· tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diu bah dengan
Peraturan F'emerintah Nomor 40 Tahun 2010;

I

14. PeratlJrah Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013;

15. Peraturan ?emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuanga'n lDaerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturar, Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan, 'Pemerintahan Antara Pemerintah, PernHintahan Daerah
Provinsi da, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang NegaralDaerah;

19. Peraturaw 'Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TahlJn 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T 3hun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peratllrah Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

25. Pera\~lrarl :Vlenteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penug.3sar. Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasal;

!

26. Peraturan Elaerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Si2tem Pendidikan;

27. Peraturan ')aerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
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28. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
. Tata Kerja Dinas Pendidikan;

29. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksaria Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi
Daera'h Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menet<1f}kan ; PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN. ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeratUl'an Gubernur ini yang dimaksucl dengan :

1. Daerah ad<ila~ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Caerah adalah Gubernur dan Peranglot Daerah sebagai
unsur pellyele.lggaraan Pemerintah Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khllslls
Ibukota Jakart3

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Badan Pennelola Keuangan dan Aset Daerah yang seianjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan A~oet Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegclwaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selalljutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organlsasi dan Reformasi Birokrasi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provillsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

11. Suku Dinas Pendidikan adalah
Adm inistrasi/k.abupaten Adm inistrasi
Jakarta. '

Suku Dinas Pendidikan Kotel
Provinsi Daerah Khusus Ibllkota

12. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Sukll Din8~; Pendidikan Kota
AdministrasiWabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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13. Sekolah MenE,ngah Alas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah
Sekolah Menengah Atas Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakart3.

,
14. Kepala Sekolah adalah Kepala SMAN.

15. Guru adalah. c;,uru pada SMAN.
i

16. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang bma'lggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakal yang
peduli pendidikan.

17. Pegawal Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi lugas dalam sualu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berc:asarkan peraturan
perundailg-u ndangan.

18. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu. diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan

19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ad'llah warga negara
Indonesia yarlg memenuhi syarat tertentu, yang di ,ngkat bereiasarkCln
perjanjian ker;a untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerir.lahan.

BAS II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentllk SMAN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGS·

Pasal 3

(1) SMAN rnerllpakan Unit PelaksCina Teknis Dinas Pendidikan elalam
penyelenggarflan pendidikan menengah lImum.

(2) SMAN dipimpin oleh seorang I<epala Sekolah yang berkedudukan eli
bawah dan bertanggung jawab kepadCl Kepala Dinas melalui Kepala Sukll
Dinas.

(3) Dalam melak~anakan tugasnya, Kepala Sekol.,h dibantll
Wakil ~epala Sekolah yang berkedudukan di
bertanggimgj,lwab kepada KepalCi Sekolah.

(4) Dalam pelakEanaan lugas dan fllngsinya, SMAN dikoordinasikan oleh
Kepala B'idang Sekolah Menengah Atas Dinas Penclidikan.
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Pasal 4

(1) SMAN rnempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan menengah umum
program 3' (t:ga) tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertarna atau
yang sederajat.

(2) Untuk rnelak<,anakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), SMAN
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan di.ln anggaran sekolah
(RKAS) serta pengembangan SMAN:

b. penyelenggaraan pendidikan menengah atas sesuai dengan kurikulurn:

c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para peserta didik:

d. pelaksanaan dan pembina an hubungan kerjasama dengan orang
tua/wall peserta didik dan masyarakat:

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru, tenaga
fung:,io;"lal kependidikan lainnya, laboran, pustakawan dan tenaga
fungsional/profesi lainnya:

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang 3MAN;

g. pelaksanaan pengelolaan prasarana, sarana dan fasilitas SMAN:

h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan keruma'ltanggaan SMAN;

i. pengelola3n kearsipan, data dan informasi SMAN;

j. pelaksanEan publikasi kegiatan dan pengaturan acara SMAN: dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
SMAN.

BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi SMAN, terdiri atas :

a. Kepcda Sekolah;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulurn;

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan:

e. Wakil i<:epala Sekolah Bidang PrClsarana dan Sarana: dan

f. Tenag" Fungsional;

(2) Bagan ~u'3unan Organisasi SMAN sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1)
tercant.um dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 6

(1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah,

(2) Kepala E;ekolclil mempunyai tugas :

a, memim~)in dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
SMAN :"ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b, mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Wa"il Kepala Sekolah,
Kasubbag, Tata Usaha, guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya
dan t,maga fungsional/profesi lainnya;

c, memimpin'penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina
guru, tE,naga fungsional kependidikan lainnya, laboran, pustakawan,
tena£la fungsional/prefesi lainnya, serta membina hubungan kerja sama
dan peran serta masyarakat;

d. melakscllE,kan koordinasi clan kerjasama dE:n(;an SKPD/UKPD
dan/atal' Instansi Pemerinlah/SwClsta c1alam rangka pelaksanaan tugas
dan furinsi SMAN: dan

e. melapOfl<E.!l dan mempertanggungJawabkan pelc'ks,anaan tugas dan
fungsi SMI\N.

Bagian Ketiga

Subbagian Tala Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tala Usaha merupakan Satuan Kerja Star dalam pelaksanaan
Administrasi SMAN.

(2) Subbagian Tclta usaha dipimpin oleh seorang Kepalcl Subbagian Tata
Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertang9un9 jawab kepada
Kepala Sekolah,

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebClgaimana dima~sud pada ayat (2)
adalah Jabata'l Struktural Eselon IV B.

(4) Subbagian 1a';a Usaha mempunyai tugas ;

a. mengt~impun bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran
sekolah IR-<AS) dan pengembangan SMAN:

b. melaksanakan pengelolaan kepegav/aian, keuanga l dan barang SMAN;

c, melak:;ana!<an kegiatan ketatausahaCln dan kerum3ht.3nggaan SMAN;

d. melak',allakan pengelolaan kemsipan SMAN;

e. melak,;allakan penyediaan, penatausahaan. penggunaan. pemeliharaan
dan pmcw3t.an prasarana, sarana kerja dan fasilitas SMAN:

f. 'memelih:3r,3 keamanan, ketertiban. keindahan, kebersihan dan
kenyaln'C:nan kantor SMAN;
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g. melaksana,kan pengelolaan teknologi informasi SMAN:

h. melaksanakan publikasi kegialan, upacara dan pengaluran acara
SMAN; I

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan
serta akunlabilitas SMAN: dan

j. melaporkarl dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tala Usaha.

Bagian Keernpat

Wakil Kepala Sekolah BicJang Kurikulurn

Pasal 8

(1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulurn adalah Guru yang diberi tugas
tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

(2) Wakil Kep'!la Sekolah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), ditugaskan
dan diberhentikan oleh Kepala Dinas untuk masa tugas selama 4 (empat)
lahun dan dapat dilugaskan kernbali hanya untuk 1 (satu) masa tugas
berikutnya be;dasarkan penilaian kinerJa.

(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulurn mempunyai lugas :

\ .
a. menYU5Ull program pengaJaran:

b. menyusu', dan menjabarkan kalencler pencJidikan:

c. menyusull dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran:

d. menyusun jadwal evaluasi belajar clell1 pelaksanacll1 ujian akhir:

e. menerCipkan kriteria persyaratan kenaikan kelas cian ketamatell1:

f. menga,ur jadwal penerimaan raper clan Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB):

g. mengoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan
kelengl<apan mengajar:

h. mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan:

i. men9atur pengembangan Musyawarah Guru Mala Pelajaran
(MGMP)/I'vlusyawarah Guru Bimbingan dan Pen'/ul:.Jhan (MGBP) clan
koordinator mata pelajaran:

j. melekukcln supervisi administrasi akademis;

k. melakvkan pengarsipan program kurikulum;

I. membi1a perpustakaan SMAN; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Wakil
Kepella Sekolah Bidang Kurikulum.

Bagian Kelirna

Wakil Kepala Sekolah Biclang Kesiswaan

Pasal9

(1) Wakil Kepc\la Sekolah Bidang Kesiswaan adalah GL.ru yang diberi tugas
lambahan Iie,)agai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
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(2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada' ayat (1), ditugaskan
dan diberhenLkan oleh Kepala Dinas untuk masa tugas selama 4 (empat)
tahun dan dapat ditugaskan kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas
berikutnya berdasarkan penilaian kinerja,

(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai tugas :

a, menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi
Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja
(KIR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Paskibraka, Pesantren Kilat
serta k'3giatan siswa lainnya:

,
b. melaksannkan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan

kesiswaar,/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib
sekolah sarta pemilihan pengurus OSIS;

c. meJT;lbina pengurus OSIS dalam berorganisasi;

d. menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental;

e. mernbina dan melaksanakan koordinasi Kebersihan, Kerapian.
Keindahan, Kerindangan, Ketertiban, Keamanan. Ketenteraman,
Kekeluar£ aan dan Ketaqwaan (9 K):

f. melaksanakan pemilihan siswa untuk mewa,(ili sekolah dalam
kegiatan <ii luar sekolah;

g, mengatur Inutasi siswa;

h, menyusull dan membuat kepanitiaan penerimaan siswa baru dan
pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS);

i. menyuSlJlI dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah;

j. menyelenggarakan cerdas cerma! dan olah raga prestasi: dan

k, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Wakil
Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan,,

Bagian Keenam

Wakil Kepala Sekolah Biclang Prasarana dan Sarana

Pasal 10

(1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana dan Sarana aclalah Guru yallg
diberi tugar, I:ambahan sebagai Wakil Kepala Sekoliih Biclang Prasarana
dan Sar<ma. '

(2) Wakil Ke,pcil'l Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditugaskan
dan diberh,=nl ikan oleh Kepala Dinas untuk masa tugas selama 4 (empat)
tahun dim dilpat ditugaskan kembali hanya untuk I Isa!u) masa tugas
berikutnya oerdasarkan penilaian kinerja,

(3) Wakil Kepcla Sekolah Bidang Prasaralla dan Sarana ;nempunyai tugas :

a. menooor:Jinasikan dan rnengondalikan penyusunan rencana
kebutunan prasarana dan saralla SMAN:

b. menge'1oalikan penggunaan prasmana dan sarmla SMAN:

c. mE,ngoJrjinasikan penggunaan prasarana dan Sdana SMAN:

d. mengo::njinasikan penyediaan sarana pengajcrcn;
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e. mengend81ikan pengelolaan perawatan dan perbaikan prasarana dan
sarana ':SrvIAN; dan

f. melaporke n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Wakil
Kepala Sekolah Bidang Prasarana dan Sarana

Bagian Ketujuh

Tenaga FUllgsional

Pasal 11

Tenaga Fungsic,nal adalah tenaga pelaksana penyelenqgaraan penelielikan
menengah umrJm pada SMAN yang lereliri dari guru. tllnaga fungsional
kependidikan I"in~ya, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional/profesi
lainnya.

Pasal 12

Guru, tenag.3 fungsional kependidikan lainnya, laboran, pustakawan dan
tenaga fun~lsionC'l/profesi lainnya melaksanakan tugas sesuai jabatan
fungsional m;~sing.masing berdasarkan penugasan Kepala Sekolah.

Pasal 13

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, laboran. pustakawan dan
tenaga fungsional,'profesi lainnya wajib mengembangkan kompetensi masing­
masing guna meningkatkan pelaksanaan lugas sesuai Jabatan Fungsional
yang bersalilgkut3n, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
teknologi dan manajemen pendidikan.

Pasal 14

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya, labor2.n. pustakawan clan
tenaga fungsional/profesi lainnya lurut aklif elalam pengel'1bangan SMAN clan
dapat diberikan tugas tambahan olel1 Kepala Sekolah elalam penyelenggaraan
pendidikan pad3 SMAN.

'.

BAB V

KOMITE SEKOLAH

Pasal 15

Pad a setiap SMAN dibentuk Komite Sekolah sesual cengan ketentuan
peraturan perundcll1g-undangan.

BAB '/1

FASILITAS

Pasal16

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pacla setiap
SMAN dih'ngun dan dikembangkan fasilitas sekolah. antara lain
Laborato-ium' dan Perpustakaan

(2) Fasilitas sl,kolah sebagaimana climaksud pade. 8y3t (1). dibentuk dan
dikembangi<all sesuai kebutuhan dan kemampuc1l1. dengan memperhatikall
program priorilas.
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Pasal 17

(1 )

(2)

Fasilitas sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. clalam
operasionalnya dikelola/dipimpin/d ikoord inasikan oleh laboran/pustakawan
dan/atau guru/tenaga fungsional kependidikan I iainnya/tenaga
fungsionallprofesi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah.

Pengelola P~rpustakaan dan/atau guru/tenaga fungsional kependidikan
lainnya/ tefjag'a fungsional/profesi lainnya yang mendapat tugas tambahan
sebagaimana" dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

(1) Oalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SMJ.,N wajib taat dan
berpedoma'n pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPO/UKPD dan/atau Instans; terkait dalam rangka meningkatkan mutu
penyelenggaraan pendidikan pacla SMAN.

Pasal 19

Kepala Sekolah, para Wakil Kepala Sekolah. Kasubbag Tata Usaha. guru.
tenaga fungsional, kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/profesi lainnya
pada SMAN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai deng3n
ketentuan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja
sama, integrasi" sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas clan
efisiensi.

Pasal 20

(1) Kepala S'3knlc,h, para Wakil Kepala Sekolah, Kasubbag Tata Us"ha, Guru.
Tenaga K'3pendidikan Lainnya. Pen~Jelola Perpustakaan. Tenaga
Fungsionall_a:nnya/Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya pad a SMAN wajib
memimpin, rnengoordinasikan, mengarahkan, menlberikan bimbingan.
memberikan ~etunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja
bawahan masi'ng-masing.

(2) Kepala Sekolah, para Wakil Kepala Sekolah. Kasubbag Tata Usaha. Guru.
Tenaga Kependidikan Lainnya. Pengelola Perpustakaan. Tenaga
Fungsional Lainnya/Profesi Lainnya clan Tenaga Lainnya wajib mengikuti
dan mematuhl perintah keclinasan atasan mas;'lg-rT'ilsing sesuai dengan
ketentuan p'3ratu ran peru ndang-unclangan.

Pascl121

Kepala Sekcilah, para Wakil Kepala Sekolah. KaslJbba!J Tata Usaha, gUI·u.
tenaga fung~,ioila: kependidikan lainnya, clan tenaga fU'l(Jsional/profesi lainnya
pad a SMAN mengembangkan komitmen bersama sflbagai tim kerja untuk
pengemban(;an S.MAN secara konsisten clan berkeEi lc:rnbungan.



11

Pasal 22

Sesuai den£lan peran SMAN sebagai satuan penyelenggara pendidikan
Kepala Sekolah, para Wakil Kepala Sekolah. Kasubbag Tata Usaha. guru,
tenaga fungsional kependidikan iainnya dan tenaga fungsional/profesi iainnya
secara aktif mengambangkan sikap dan perilaku keteladanan. baik di dalam
maupun di luar sekolah sesuai peran SMAN sebagai3atuan Penyelenggara
Pendidikan.

Pasal 23

Dalam rangka p,sngembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap
SMAN, Kepa.la Sekolah, para Wakil Kepala Sekolah, I<asllbbag Tata Usaha.
guru, dan t~,naga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga
funsiomnal/profesi', lainnya menciptakan clan mengembangkan komllnikasi
edukatif, harrnQnjs, partisipatif, dernokratis dan konstruktif dalam sekolah.,
termasuk dengan peserta didik dan orang lua/wali peserta didik.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

(1) Pegawai pad 3 SMAN merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. terdiri
atas:

a. Pegawai ~Jegeri Sipil; dan

b. Pegawai F'emerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaKslld pad a ayat (1).
dilaksanakan sesuai dengan ketentllan peraturan perundang-undangan
tentang i\paratur Sipil Negara.

(3) Dalam pelakiianaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (:n SMAN mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah
melalui ElKD dan Biro Organisasi dan RB.

BABIX

KEUANGAN

Pasal 25

(1) Belanja pel<ik:~anaan tugas dan fungsi SMAN dibebankan pada APBN
dan/atau APBD serta sumber pembiayaan dari pihak lain yang sah clan
tidak mengikat.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana climaksud pad a ayat (1). dilaksanakan
sesuai dang,m ketentllan peratllran perundanQ-llndangan Keuangan
Negara/DaE,rah.
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BAB X

ASET

Pasal 26

(1) Aset yang .dipergunakan oleh SMAN sebagai prasarana dan sarana kerja
merupakan ilset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan ::Jerundang-undangan Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan
perund2lng-undangan pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah.

Pasal 27

(1) Prasarana' ,jan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian. hibah
atau bantuan dari pihak ketiga kepada SMAN dalam rangka pelaksanakan
tugas dan f'Jrgsinya merupakan penerimaan Barang Daerah.

(2) Penerimaon barang daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepacla
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejab2t Pengelola Keuangan
Daerah (POKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB XI

PELAPORAN DAN AI<UNTABILITAS

Pasal 28

(1) SMAN rnenyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester.
triwulan, bulanan dan/alau sewaktu-waktu kepada I<epala Dinas melalui
Kepala Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perunrlang­
undangan yang berlaku.

(2) Laporan ~,el>agaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan :

a. kepegawalan:

b. keuangar;

c. kinerja;

d. barang;

e. akuntabilitas; dan

f. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan t,=rhadap SMAN dilaksanakan oleh :

a. Lembaga I\I\lgara yang mempunyai lugas memt;riksa pengelolaan dan
tanggun!J jilwab keuangan negara; clan

b. Aparat Pen,\!iwasan Intern Pemerintah.
, ,
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BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesual dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat P,'!raturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal32

Peraturan GLbernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dae,ah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota .Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JJ\KARTA,

ttd.

BASUKI1. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 201<1

SEf<RETARIS DAERAH PHC'VINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA J,~KARTA,

lld.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHIJN 2014 NOMO~ 62200
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Nomor 333 TAHUN 2014
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